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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mempunyai peran besar
dalam peningkatan investasi di Kabupaten Bantul, dengan adanya percepatan
pengurusan izin melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,
hal-hal yang mempengaruhi adanya percepatan pengurusan izin tersebut
diantaranya pengurusuan izin usaha yang hanya melalui satu instansi dan dapat
diakses kapan saja dan dimana saja melalui aplikasi Online Single Submission-
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, hal tersebutlah yang
menambah minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia pada umumnya
dan Kabupaten Bantul.

2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mempunyai
beberapa kendala yang dihadapi diantaranya a) Belum adanya sinergritas
secara keseluruhan antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPT) dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan
instansi-instansi terkait yaitu (Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pajak dan
Retribusi Daerah; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - Kesesuaian Tata Ruang;
Kantor Perpajakan; Kantor Imigrasi) di daerah Kabupaten Bantul. b)

Perbedaan syarat sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang dan



dalam sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu
(Pembagian urusan pemerintahan dalam penerbitan izin sebagai kewenangan
yang tidak hanya dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
seolah-olah mengambil alih kewenangan daerah untuk dilaksanakan oleh
Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Hal penggunaan
prinsip mandat dalam UU Nomor 30 tahun 2014 secara jelas menyebutkan
bahwa kewenangan berasal dari atasan kepada bawahan, namun didalam PP
Nomor 24 Tahun 2018 kewenangan berasal dari pemerintah daerah padahal
tidak terdapat hubungan hierarkis antara pmerintah daerah dengan Lembaga
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Hal Penyelenggaraan
Perizinan Penanaman Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal dilaksanakan oleh PTSP (Pelayanan Terpadu
Satu Pintu) namun dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dilaksanakan oleh
Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik). Terhadap
kendala tersebut, secara bertahap terus dilakukan perbaikan oleh Pemerintah
melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) dengan melakukan Konsultasi dengan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian di Jakarta dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman
Modal) dan juga konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo), selain itu menurut hemat penulis perlu adanya kebijakan yang
menjadi standar baku dalam pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara

elektonik yang mana dalam kebijakan tersebut dapat menyatukan perbedaan



syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh masing-masing instansi/ dinas
terkait guna memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha contohnya
adalah terkait dengan peninjauan lokasi usaha, yang mana dalam sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tidak di atur sedangkan oleh
Dinas penanaman modal dan palayanan terpadu satu pintu perlu untuk
dilakukan hal tersebut guna mencegah adanya pembangunan usaha yang tidak
sesuai dengan tempat/ lokasi yang diperuntukkan untuk hal itu.

B. Saran

1) Perlu adanya standarisasi yang baku guna mengantisipasi adanya
permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan OSS guna
lebih menjamin kepastian hukum dalam penggunaan OSS bagi
masyarakat.

2) Perlu diadakannya koordinasi guna membangun sinergitas antara
lembaga/kementerian yang terkait dengan perizinan agar dapat
terciptanya harmonisasi kebijakan antara lembaga/kementerian terkait
dengan perizinan berbasis Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik .
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1. Surat Jawaban Permohonan Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman
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LAMPIRAN

Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

' DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA
\ a . 7

Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866

Komplek Il Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul JI. Lingkar Timu', ‘Manding,

Email: dpmpt@bantulkab.go.id, Website:https://dpmpt.bantulkab.go.id/

: 07—0/ I/ Bantul, /4~ Desember 2020

- Jawaban Permohonan lzin Penelitian Kepada :
Yth. Wakil Dekan | Fakultas
Hukum Ekonomi dan Bisnis

Universitas Atmajaya Yogyakarta
di YOGYAKARTA.

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Atmajaya Yogyakarta Nomor

1604/V/CVD-FH tanggal 26 November 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Kabupaten Bantul bersedia menerima Mahasiswa Universitas Atmajaya

Yogyakarta a.n Marselina Berda Warih Utami Fakultas Hukum prodi Hukum
Ekonomi dan Bisnis NPM 140511506 yang akan melaksanakan penelitian di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Dengan Ketentuan :

1.

Penelitan secara tatap muka :

. Kondisi Kesehatan pemohon tidak dalam status orang dalam
pemantauan/ orang dalam pengawasan/ dikonfirmasi positif COVID- 18.

- Tidak memiliki riwayat interaksi dengan penderita terkonfirmasi positif
COVID- 19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir.

- Tidak memiliki gejala demam/ nyeri tenggorokan/ batuk/ pilek/ sesak
napas.

Penelitian sistem daring :

- Sudah mendapat konfirmasi dapat dilakukan secara daring

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INAS ANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TE?‘;{DU

T 37 mmmn?mammm_ﬂmnmm Ml’l-l.?
il

Alamat : Komplek || Kantor Pemeriﬁla)h Kabupa% Bantul Jin. Lingkar Timur, Mand
Trirenggo, Bantul, Daersh Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367867 Fax. (0274) 367866
Email. dprm bantulkab gg.id Webstte hittp://www. dpmpt@bantulkab.go.id/

SURAT KETERANGAN
NOMOR : l‘."?‘v L0003

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Ihwan Qomaru, S.IP, M.Ec.Dav

NIP - 197407012002121007

Pangkat/Gaol : Pembina, IV/a

Jabatan : PLT. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

MNama : Marselina Berda Warih Utami

MiM - 140511506

Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul skripsi “Pelaksanaan Online Single
Submission dalam Perizinan Investasi di Kabupaten Bantul” di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada tanggal 15 s.d. 30 Desember 2020,

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapal dipergunakan
sebagaimana mestinya.
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3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari PT. Raja Pilar

Agrotama.

RPAr PT . RAJA PILAR AGROTAMA ‘"’W

JI Irm:rgln Harat km 7, 5e|-nal| BT DE Bahgumwr}o. Sawpn Bamui Yogyokorta. Kode Pos 551E8 Hp 0812!?155000

SITRAT KETERANCGAN MAGANG KERJ:

Womaor : DAHRDIRPA-PRLALZ0Z]-ERE

Yang bertanda tangan i beaah ini,

Mama : Gregorios Okis Putra Herlambang
Tuhuiun : Wng. HRD — Legsl
Aldamal  Jin, Imogiri Barat Km 7, Semsil, Bangunharja, Sewnn BMI.'LIL Yog}ralcana 551 33

Diongan i mimeranghan bubeea:

Mama : Marseling Berda Warih Utami
Inse Pend. @ Universitas Atma Jaya Yorvakana |/ Fekelias Thakam
™M 2 140511500

Bahwa vyang bcorsangbutan fclah melaksanakan lkepiatan mapang kerfa i PT. Ragu Pilar Agrotama.
Penclitian/Magang kerja tersebd welab dilaksacakan tanggal 19 Desember 2020,

Seluenat snagarae O PT. Raju Pilar Aprotama. yang bersanghkutan telah mempelajari rentang Peladranean Online
Eingrle Submiveion delus Perizinen wvestasi of FT. Raja Pilar Agrofams. Than pada saat suat int dikeluarkan,

vang bersenghkutan telal melaksanakan twgas dun lungeung jawahnya dengan baik.

Dicmikian surd kelorangun mupatys ing kani boat ik dapat dipergunakan sebagmimasa mestinga.

Yopyakara, 135 Fobroan 2021

s ims ok Putra Herlambanye
Mnp. HRD — Legal”




